BAB. IV
TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP
CARA PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA

A, Tinjauan Terhadap Cara Pemilihan Kepala Negara di In-

donesis.

Pada bab II telah dipaparkan tentang s8yarat-syarat
yang, dipenuhi bagl seorang calon Kepala Negara dl Indone -
sia. Dalam Islam pun terdapat syarat-syarat yang harus di
penuhi bagi seorang calon pemimpin umat. Karena setiap ma
syarakat dimanapun berada menginginkan memilliki seorang pe
mimpin yang dapat mengayomi kehidupan masyarakatnya. Mere
ka tidek menginginkan dipimpin oleh seorang pemimpin Yyang
bengis, tidak jujur, dan penindas. Oleh karena itu, seba-
gal seorang Kepala Negara atau Pem%mpin Umat haruslah me -
menuhi syarat sebagaimana didelam aturan-aturan yang ber -

laku saat itu,

Di dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1 ayat
(1) butir b, telah ditentukan bahwa seorang'Kepala Negara
harus berusias 40 tahun, disini menunjukkan bahwa Kepala
Negara harus dijabat oleh seorang yang benar-benar mampu

baik dari segi mental, maupun fisik, sehingga disini mun -
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cul figur seorang bapak yang dapat mengayomi kehidupan ba-
gi anak-anaknya. Seorang Kepala Negara dengan warga negﬁ-
ranya, ibaratnya orang tua bagl anak-anaknya. Demikian»ju
ga dalam Islam, seorang pemimpin haruslah dijabat oleh se-
orang yang baligh dan dirasa mampu untuk mengemban tugas -
nya sebagai pemimpin umat dan bertanggung jawab terhadap
kehidupan dan kesejahteraan umatnya. Sebagaimana telah di
sebutkan sebelumnya, bahwa seorang Kepala Negara ibarat
orang tua bagi warga negaranya, maka disini dibutuhkan se-
orang yang adil, jujur, dan cakap serta bijaksana. Demi -
kian pula yang diajarkan oleh Islam sebagaimana bunyi di -

dalam surat An Nisaa' : 58 :

Mb\jWIJ\My\L’S?QtHﬁLJL\
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Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan
amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (me -
nyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Se -
sungguhnya Allah memberikan pengajaran yang se -
baik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah ada -
lah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Departe-
men Agama RI, 1992 : 128).

Amanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah se -

suatu yang diterima, lalu dipelihara dengan baik untuk di-
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serahkan kepada yang berhak menerimanya. Orang yang dapat
melaksanakan ini dengan baik dinamakan jujur dan sebalik -
nya dinamakan khianat. Sedang yang dimaksud adil dalam
ayat tersebut ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ti
dak memihak kepada salah satu pihak, walaupun kerabat sen-
diri.

Pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 pasal 1 ayat (1)
butir d, menunjukkan bahwa seorang Kepala Negara haruslah
orang yang bertaqwa kepada Tuhan YME, disini menunjukkan
bahwa seorang Pemimpin Bangsa bukan orang atheis, karena
atheils dapat mengarah pada komunis, sebagaimana kita ke -

tahui bahwa komunis tidak diijinkan di Indonesia.

Demikian juga dalam Islam, hukum Islam mensyaratkan
seorang Pemimpin Umat haruslah orang mukmin S8ebagaimana
dalam Al Qur'an surat An Nisaa' ayat 144, yang menyatakan
® Janganlah kamu mengambil orang kafir sebagai pemimpin de

ngan meninggalkan orang-orang mukmin."

Dalam hukum Islam seorang pemimpin umat haruslah di-

pegang oleh seorang laki-laki, sebagaimana hadits berikut:
S A L T e a3 s 3, ulos
bl G L e d il il
Sb_,\r_mj_;'l \,:b r._,.i b ) "
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Artinya ¢ Dari Abi Bakroh seraya berkata s Tatkala beri-
ta datang pada Rasulullah SAW bahwa penduduk -
Persi dikuasai oleh seorang wanita, putri Raja
Rasul berkata : suatu kaum tidak akan ! aekan
bahagia apabila menyerahkan urusannya pada wa-
nita. (Dari Ahmad, Tirmidzi, dan Bukhari dan
Nasa'i). (Bukhari, tt, juz VIII : 70).

Berbeda dengan aturan yang berlaku dalam hukum di
Indonesia, pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 tidak ter -
dapat aturan yang menyatakasn haruslah dipimpin oleh se-
orang laki-laki dengan kata lain di Indonesia boleh dipim-
pin oleh seorang wanita dengan syarat telah memenuhi sya -

rat sebageimena dalem Ketetapan MPR No. II/MPR/1973.

Sedang syarst-syasrat yang lain merupakan faktor -
faktor penunjang dengan kata lain dalam setiap wilayah ti-

daklah sama sesual dengan falsafah dan sejarah dari wila -

yah suatu negeri itu sendiri.

Namun yang terpenting selain syarat-syarat yang
telah disebutkan sebelumnya adalah seorang pemimpin atau
seorang Kepala Negara harus memiliki pandangan dan wawasan
yang tajem untuk dapat menyelenggarakan berbagail urusan
pada saat suatu Negeri ﬁereebut dalam keadaan perang atau
pun dalam keadaan damal serta dapat mempertahankan negeri
nya itu dari serangan musuh, pemberani, teguh dan tabah

agar mampu untuk melawan musuh,

Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak,



hal tersebut terdapat pada pasal 6 ayat (2) UUD 1945 yang
berbunyi : "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh

Ma jelis PerﬁusyaWaratan Rakyat dengan suara terbanyak".

Karena MPR merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat
seluruhnya, maka seorang Kepala Negara yang dipilih oleh
MPR secara tidak langsung juga dinamakan penjelmaan ke-

deulatan rakyast seluruhnya.

Apabile Presiden langsung dipilih oleh rakyat
seluruhnya, ads kemungkinan, bahwa seorang calon Kepala
Negara lain yang tidak dikehendaki oleh MPR muncul sebagai

Kevala Negara yang baru.

Sebagaimana dalam paparan pada B a b sebelumnya
tentang tata cars pemilihan Kepala Negara di Indonesia.
Dapat diketahui, rakyat Indonesia senantiasa memusyawsrah
kan terlebih dahulu, tentang sipa yang akan menjadi
pemimpin di negara Indonesia, melalui wakil-wakil rakyat
yang duduk di lembaga Negara. Namun tetap berpedoman di

dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dalam hukum Islam, walaupun Islam
disini tidak berbicara secara mendetail tentang cara
pemilihan atau pengangkatan seorang Khalifah pengganti ,

namun memberikan prinsip-prinsip konstitusional tentang
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hal-hal yang menyangkut kenegaraan agar umat Islam secara
cerdas dan kreatif dapat keperluan-~keperluan yang sesuai

dengan perkembangan zaman.

Di masa Rasulullah SAW, masih hidup terdapat satu
persetujuan dalam hidup damai yang meliputi seluruh masya
rakatnya. Rasululleh SAW, merupakan pemimpin dunia dan
agama bagi umat Islam dan kepada beliau diletakkan keper-
cayaan dalam segala hal. Persoalan apapun dikembalikan -
kepada belisu diletakkan kepercayaan dalam segala bidang.
Persoalan apapun dikembalikan kepad: beliau untuk disele~
saikan. Beliaupun bertindak cara bijaksana. Soal = soal
di bidang agama yang perlu dijawab dan belum aiap dijawab
diminta oleh beliau pedoman dan petunjuk dari Allah.
Wahyu diturunkan oleh Allah untuk mengisi kekosongan/va -
cuum yang didapatkan di dalam bidang hukum itu. Allah
t idak melepaskan Rasul-Nya yang menentukan soal prinsip -
agama tanpa menantl pedoman dan petunjuk dari Allah. Ada
soal~-soal yang hanya perlu penjelasan semata sedang induk
persoalan sudah ada. Maka Rasulullah SAW bertindak mem
beri penjelasan dan perincian untuk menghilangkan keragu-
raguan dan mengarahkan pikiran kepada yang benar. ( Dr .

Fuad Mohd Fachruddin, 1988 : 54).

Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak

meninggalkan pesan-pesan tentang siapa yang akan meng



H

il

56

gantikannya sebagai pemimpin umat, ataupun tentang tata
cara pengangkatan seorang Khalifah pengganti, maka sebagai
titik ukur untuk mengetahui tentang kepemimpinan dan juga
mengangkat penggantinya, berpijak di zaman sahabat-sahabat
Rasulullah dahulu, yakni zaman Khalifah Khulafa Ar Rasyi-

din.

Secara garis besar pengangkatan Khalifah pengganti
di zaman Khulafa Ar Rasyiddin berbeda-beda, pada masa Abu

Bakar dipilih oleh Kepala Muhajir dan Anshor yang hedir

di Madinah saat Rasulullah telah meninggal dunia. Saat
Abu Bagksr hampir meninggal, dicalonkannya Umar sebagai
4

gantinya, dan ternyata pilihannya tersebut diterima oleh
masyarakat. Dalam perkara ini sama dengan pemilihan.
Tatkala Umar akan meninggal dunia dicalonkannya satu 1lem
baga pemilih yang terdiri dari enam orang para  sahabat
yang terkemuka dan mempercayakan kepada mereka untuk
memilih gantinya dalam kalangan mereka. Pilihan mereka
itu jatuh pada Utsman yang telah diakui masyarakat sebagai
gantinya yang berhak. Sesudah Utsmana meninggal dunia
Ali diproklamirkan menjadi penggantl Utsman oleh segolong
an manusia di masjid Nabi, dan masyarakat waktu itu me
nerima pula proklamasi tersebut. Dengan demikian maka
dapat ditarik satu titik yakni dalam menentukan khalifah

pengganti ditekaenkan pada musyawarah. Karena musyawarah
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merupakan jembatan untuk mencapail sstu kesepakatan tanpa
saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Dengan
cara semacam ini, dapat direalisasikan ke dalam firman
Allsh surat Asy Syuura ayat 38, yang berbunyi :

SRS ik S i

Artinya : Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musya
warat antara mereka. (Departemen Agama RI, -

1992 : 789)

serta pada surat An Nisaa ayat 59
~ [ [™ . ; & » a : v :
.-Jﬁ-w‘)Jljd M\JIOJ__): y M\JFMJL—#U\"(G-LA'O:,QY‘
. b . . T]‘ l ‘qLJ ] . p » i .
> ) } $‘_A}‘ e AL SO
Sl e 1 &
SA-—tﬁ\uJL;yauﬁb\ﬁ
Nrtinya : Hal orang-orang beriman, ta'atilah Allah dan
ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara
kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat
tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada
Allah %Al Qur'an) dan Rasul (sunnannya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi

mu) dan lebih baik akibatnya.
(Depabtemen Agama RI, 1992 : 128).

Padé saat kita melihat tentang paparan yang telah
diurdikan pada bab sSebelumnya tentang cara pemilihan Kepa
la Negars di Indonesia, menunjukkan bahwa pemimpin rakyat

bukanlah jabatan warisan, yang dapat diwariskan ke anak
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cucu. Sebab aturan-aturan yang harus dipenuhi sebagai
seorang Kepala Negara, dan juga untuk menentukan tentang
vengganti pemimpin rakyat, lebih ditekankan pada musyawa-
rahkan melalui sidang Paripurna-oleh Wakil-wakil rakyat
yang duduk dalam Lembaga Negara. Dan dari hasil musyawa-
rah tersebut dapat diketahui siapa pengganti pemimpin
rakyat selanjutnya, sesuai dengan Aspirasi rakyat melalui
wakil-wakil rakyat, sehingga disini dapat menemukan kese-

pakatan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Demikian pula dalam Islam, karena manusia Islam
itu merupakan satu umaet dan hidup bersama disatu tempat
di dslam negara yang dipimpin oleh Rasulullah, maka keti-
ka Rasulullah wafat harus ada pengganti beliau untuk
mengisi jabatan yang kosong tersebut. Menurut sejarah se
bagaimana penjelasan sebelumnya, diantara kaum muslimin
terdapat perbedaan pendapst dalam soal Siapa yang akan
menrggantikan %ursi Rasulullah Sebagal pemimpin umat. Per
bedaan pendapat tersebut wajar untuk mencari kebenaran
dan mendapatkan jalan yang sesuai sedangkan Rasulullah
tidak menunjuk pengganti beliau, tidak pula menentukan ca
ra vengangkatan pengganti itu. Tidak juga beliau menentu
kan syarat-syarat yang harus ada pada seorang pemimpin -

itu,

Sehingga timbul suatu pertanyaan, kenapa Rasulullah
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tidak menjelaskan soal ini yang dianggap penting ?. Jika
disebabkan oleh sakitnys, séhingga Rasulullah tidak dapat
menjelaskan tentang hal ini. Namun jika demikian kenapa
kah selama beliau masih hidup yakni dimasa di Madinah te-
lah ada negara Islam, beliau tidak menjelaskan soal ini.

Dan tidak mungkin jika ini merupakan suatu kelalaian.

Maka sebagai jalan keluar agar tidak terjadi per
tikalan diantara kaum muslimin tentang pengangkatan Khali
fah pengganti. Salah satu dari dua golongan yang memben-
tuk jama'ah Islamiyah yakni dari golongan Anshor. Golong
an Anshor ini setelah wafatnya Rasulullah SAW, bahkan
sebelum jenasah beliau dikgbumikan mengadakan pertemuan -
di satu tempat di Madinah untuk merundingkan dan bermusya
warahkan mengenai soal pengganti Rasulullah sebagai

Kepala Negara.

Demikian pula pada pengangkatan khalifah pengganti
selanjutnya. Walaupun cars pengangkatannya yang berbeda
namun pada intinya sama, bahwa musyawarah dapat menyele
salkan pertentangan-pertentangan yang terjadi dengan
berpedoman pada Al Qur'an dan sunnah Rasul, sehingga ti-

dak terjadl kesenjangan dalam bermasyarakat.

Hikmah yang dapat kita ambil, kenapa Rasulullah

tidak menunjuk tentang siapa pengganti beliau ataupun ju-
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ga tidak menjelaskan tentang tata cara pengangkatan peng
gantinya ialah apabila Rasulullah memberikan satu cara da
lam mengangkat seorang pemimpin umat, maka kita akan ber
nedoman pada satu cara saja. Dan ini akan mengakibat-kan
bahwa hukum Islam kaku, tidak dapat melihat situasi dan
kondisi suatu negeri saat itu. Selain itu, hikmah yang
dapat kita ambil ialah dapat memberikan kebebasan kkita
untuk berfikir dalam cara mengangkat pemimpin kita,sesuai

dengan situasl dan kondisl saat itu.

Karena pentingnya musyawarah bagi kaum muslimin,
sehingga setiap perkara yang dijadikan sebagai hukum
bagi masyarakatnya, baik masa sekarang maupun yang pada
masa yang akan datang tidak akan menciptakan kedamaian

hidup tanpa melaluil musyawarah,



